SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Menimbang

Mengingat

DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan

kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan
pada kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu
diatur Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa,;

. bahwa dalam pelaksanaan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa perlu mengubah Peraturan Bupati
Kepahiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang Jasa di Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Menetapkan

10.

11.

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2020),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kepahiang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor 15 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KEPAHIANG.
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Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 18 diubah, angka 27 sampai dengan angka
31 dihapus. Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepahiang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintahan
Kabupaten Kepahiang.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutdengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak
tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan  merumuskan  kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan PemerintahanDesa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDes.

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa, dan/atau  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala
Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat
Desayang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan
sendiri oleh Kasi/Kaur.

Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan masyarakat desa
sekitar lainnya.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
badan usaha atau orang peroranganyang menyediakan barang/jasa.
Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan
dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia
tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur
atau TPK.

Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis
paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semuapekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhisyarat.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan
sendiri oleh TPK dan/masyarakat setempat.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses
pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus
ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.
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35. Surat Perjanjian Barang/Jasa yang selanjutnya disebut surat
perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan penyedia
barang/jasa atau pelaksana swakelola.

36. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang
direkrut oleh Kementerian yang mempunyai tugas pendampingan di
tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15
Dihapus
3. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
Dihapus

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Kepala Desa dapat menyediakan biaya Pengadaan Barang/Jasa di Desa
yang anggarannya dibiayai dari APB Desa tahun berkenaan.

(2) Selain biaya Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa dapat pula
menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Desa yang meliputi :
a. honorarium TPK;
b. dihapus;
c. biaya lainnya yang diperlukan.

(3) Besaran Honorarium TPK disesuaikan dengan mengikuti Standarisasi
Belanja Honorarium Tingkat Kabupaten.

(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40

(1) Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang meliputi :

pengadaan secara Swakelola;

dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia;

dokumen pengadaan lainnya;

contoh pengisian dokumen pengadaan; dan
e. contoh pengisian dokumen pengadaan untuk serah terima.
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pengadaan Barang / Jasa di Desa dapat dilakukan secara elektronik.

aoow

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Kepahiang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.
HARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,

IRWAN-SAYUTI, SH., MHL
NIP. 197310252008041001
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